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  BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang 

berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM 

MEMBERIKAN PERTOLONGAN KORBAN DEMONSTRASI 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam memberikan 

pertolongan kepada korban demonstrasi telah diatur secara normatif dalam 

hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, khususnya Pasal 273, yang menjamin hak tenaga medis atas 

perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai standar profesi, 

standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu, instrumen 

internasional International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2005, khususnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 21 ICCPR, memberikan 

landasan hak asasi manusia yang kuat terkait hak atas hidup, keamanan 

pribadi, serta kebebasan berkumpul secara damai, yang relevan untuk 

melindungi tenaga medis dalam situasi demonstrasi.  
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2. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam 

menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis pada situasi 

demonstrasi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun secara 

yuridis ratifikasi ICCPR telah melahirkan kewajiban negara untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas hidup, keamanan 

pribadi, serta perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6, 7, 9, dan 21 ICCPR, kewajiban tersebut belum 

terinternalisasi secara efektif ke dalam regulasi sektoral dan kebijakan 

operasional pengamanan demonstrasi. Ketiadaan pengaturan khusus, 

lemahnya harmonisasi antara norma HAM internasional dan kebijakan 

keamanan nasional, serta rendahnya pemahaman aparat  dan juga 

masyarakat terhadap prinsip netralitas tenaga medis menyebabkan 

terjadinya kesenjangan antara komitmen hukum internasional dan praktik 

perlindungan di lapangan. Akibatnya, tenaga medis masih menghadapi 

risiko kekerasan, intimidasi, penghalangan tugas, bahkan kriminalisasi 

saat menjalankan fungsi kemanusiaannya dalam situasi demonstrasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan pada penelitian yang 

berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM 

MEMBERIKAN PERTOLONGAN KORBAN DEMONSTRASI 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah perlu memperkuat dan menyempurnakan kerangka hukum 

nasional melalui pembentukan regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Ratifikasi International Covenant On Civil and Political 

Right, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, yang mengatur mengenai Standart Operasional Prosedur 

(SOP)  perlindungan tenaga medis dalam situasi demonstrasi. Pengaturan 

tersebut harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ICCPR ke dalam hukum 

nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak atas hidup, keamanan 

pribadi, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Regulasi juga 

perlu menegaskan status netral tenaga medis dalam menjalankan tugas 

kemanusiaan. Selain itu, akses pelayanan medis yang aman dan tidak 

terhalang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, perlindungan 

hukum tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi memberikan 

kepastian hukum dan rasa aman secara nyata. 
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2. Peningkatan kualitas implementasi di tingkat praktik merupakan 

kebutuhan mendesak selain penguatan regulasi. Aparat penegak hukum 

dan aparat keamanan publik perlu dibekali pemahaman yang memadai 

mengenai kewajiban negara dalam menjamin HAM. Upaya tersebut dapat 

dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan dan penyusunan standar 

operasional prosedur yang berperspektif HAM. Penguatan koordinasi 

antara aparat keamanan, pemerintah daerah, penyelenggara demonstrasi, 

dan institusi pelayanan kesehatan juga diperlukan. Dan juga Masyarakat 

perlu diedukasi tentang pentingnya menghormati dan melindungi tenaga 

medis yang bertugas. Seperti sosialisasi mengenai netralitas dan peran 

kemanusiaan tenaga medis dapat membantu menciptakan lingkungan 

yamng lebih aman bagi mereka dalam menjalankan tugas. Pendekatan ini 

diharapkan mendorong penegakan hukum yang berorientasi pada 

perlindungan HAM dan terlaksananya perlindungan tenaga medis secara 

konsisten. 
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